Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENETAPAN

Nomor 137/Pdt.P/2024/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili
perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan

Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh :

ACHMAD AYUB, bertempat tinggal di Desa Panjunan RT.003 Rw.002,
Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, sebagai
PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang
bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh
Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan
oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan
tanggal 29 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan
Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 6 September 2024 dalam
Register Nomor 137/Pdt.P/2024/PN Kds telah mengajukan permohonan
perwalian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan,
Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 24
September 2024 Pemohon telah mengajukan surat permohonan
pencabutan permohonannya secara tertulis dengan alasan masih ada
hal-hal yang harus diperbaiki terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena hak mutlak dari Pemohon
untuk mencabut permohonannya maka terhadap permohonan Pemohon
untuk mencabut permohonaannya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan
permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dikabulkan maka
diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kudus agar mencoret
Perkara Nomor 137/Pdt.P/2024/PN Kds tersebut dari buku register
induk perkara perdata yang sedang berjalan serta membebankan biaya

yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;
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Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Hukum yang
bersangkutan dengan perkara ini ;
MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara
perdata permohonan Nomor 137/Pdt.P/2024/PN Kds;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kudus

untuk mencoret perkara perdata permohonan Nomor

137/Pdt.P/2024/PN Kds tersebut dari buku register induk

perkara perdata yang sedang berjalan;

3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada
Pemohon sebesar Rp. 179.500,- (seratus tujuh puluh sembilan
ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 24
September 2024 oleh Petrus Nico Kristian, S.H., Hakim pada
Pengadilan Negeri Kudus, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu
juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh
Ida Rachmawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Kudus dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti, Hakim,

Ida Rachmawati, S.H. Petrus Nico Kristian, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Meterai © Rp. 10.000,-
3. Redaksi : Rp. 10.000,-
4. Penggandaan © Rp. 4.500,-
5. Biaya ATK / Proses : Rp 75.000,-
6. PNBP . Rp. 10.000,-
7. Biaya Sumpah . Rp. 40.000,-

Jumlah : Rp. 179.500,-
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